
 

 

 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI DAN UKM 

KABUPATEN KAMPAR 

 

A. Sejarah singkat Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar 

Pada tahun enam puluhan s/d tahun tujuh puluhan Koperasi merupakan 

gabungan beberapa Direktorat yakni Koperasi, Perdagangan, Transmigrasi 

kemudian berubah menjadi jawatan yakni Koperasi dan Perdagangan karena 

Transmigrasi berdiri sendiri sehubungan Pemerintah sudah menggalakkan 

program Transmigrasi baik dengan pola umum maupun pola PIR ditahun 70 an 

berakhir. 

Sekitar tahun 80 an Koperasi berubah menjadi Departemen Koperasi dan 

telah berdiri sendiri, dan barulah di tahun 1994 Departemen Koperasi menjadi 

Departemen Koperasi dan PPK (Pembinaan Pengusaha Kecil). 

Dan seterusnya pada awal Otonomisasi daerah orde reformasi tahun 1998 

sampai dengan 2001 menjadi Dinas Koperasi dan UKM dalam penetapan 

peraturan daerah Kab. Kampar dan seluruh kewenangan dan pegawai diserahkan 

ke daerah Kab/Kota sesuai undang-undang Otonomisasi. 

Setelah era reformasi sampai sekarang Dinas Koperasi dan UKM masih 

tetap eksis dan berdiri sendiri, walau di masa-masa yang akan datang tidak 

tertutup kemungkinan yang terjadi sesuai dengan kepentingan daerah dan 

kebijakan pemerintah daerah dalam efesiensi anggaran dan aparatur menuju visi 

dan misi yang telah ditetapkan daerah masing-masing dalam mengembangkan 



 

 

 

 

atau menggabungkan urusan dalam nomenklatur urusan wajib merupakan 

palayanan dasar, atau urusan wajib yang tidak termasuk pelayanan dasar dan 

urusan pilihan sesuai kebutuhan. 

B. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar 

Sebagaimana yang telah dirumuskan bersama bahwa Visi dari Dinas 

Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar yaitu : “ terwujudnya perdagangan, 

koperasi dan usaha kecil menengah yang berkualitas, tangguh dan berdaya saing 

menuju masyarakat Kampar yang sejahtera tahun 2021.” 

Dari visi di atas maka dapat dirumuskan Misi dari Dinas Koperasi dan 

UKM Kabupaten Kampar adalah : 

1. Meningkatkan saran distribusi Koperasi dan UKM. 

2. Menjamin ketersediaan dan kelancaran arus barang. 

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi dan UKM. 

4. Mendorong pertumbuhan sektor koperasi dan UKM. 

5. Meningkatkan ekspor non migas. 

6. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan ekonomi kreatif di 

bidang Koperasi dan UKM. 

7. Mendorong terwujudnya pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur. 

8. Mendorong terwujudnya pasar aman dari bahan berbahaya dalam 

pangan. 

9. Memperkuat kelembagaan Koperasi. 

 

 



 

 

 

 

C. Struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar 

Dinas Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah 

yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. 

Dinas Koperasi dan UKM  mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah. 

Berikut adalah gambaran struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM 

Kabupaten Kampar : 

1. Kepala Dinas 

Mempunyai tugas untuk memimpin, mengkoordinasikan, 

mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi pada 

Dinas Koperasi dan UKM. 

2. Sekretariat  

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam 

menyelenggarakan kegiatan umum dan kepegawaian, 

perencanaaan dan data serta kegiatan keuangan dilingkungan dinas. 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Perencanaan dan Data 

c. Sub Bagian Keuangan 

3. Bidang Koperasi 

a. Seksi Kelembagaan 

b. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi 



 

 

 

 

c. Seksi Fasilitasi dan Permodalan Koperasi 

4. Bidang Usaha Kecil dan Menengah 

a. Seksi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah 

b. Seksi Fasilitasi dan Permodalan Usaha Kecil dan 

Menengah 

c. Seksi Bina Lembaga Usaha Kecil dan Menengah 

5. Bidang Pengembangan SDM dan Penyuluhan Koperasi dan UKM 

a. Seksi Pengembangan SDM Koperasi dan UKM 

b. Seksi Penyuluhan Koperasi dan UKM 

c. Seksi Kemitraan dan Kerja Sama Koperasi dan UKM 

6. Kelompok Jabatan  Fungsional 

7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) 

  


